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PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

'SISTEM INFORMASI MANAGEMENT PROJECT
' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

® “ | BUPATI BOALEMO,

__Me_nimﬁang * a. bahwa untuk mewujudkan pe’rcépétan pelaporan
| Pembangunan Infrastruktur Daerah berbasis teknologl
e informasi yang sederhana, akurat mudah diakses dan
'tl_':;msparans;,. perlu  adanya Sistem Informasi

Management Prbject

b. bahwa berdasarkan pertlrnbangan sebagaimana
. _dnnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Boalemo tentang Sistem Informasi Managernent

Project.

| o | Mengingat : I Unda;ng--Undan'g- Nomor 50 Tahun. 1999 tentang

T e Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
' Repubhk Indones1a Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899]'

Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Repubilik

o * Indonesxa 'I‘ahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran
- f e Negara Repubhk Indonesia Nomor 396_5),

o b

sebagalmana. telah diubah dengan ._Undang-Undang o
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- .



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '442'1);..
Undang_—Undang_ Nomor 33 Tahuri 2004 .-.tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan = Daerah . (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia- Tahun 2004 Nomor h 1_26,__ T‘ambahan
Lernbal_'an Negara Repubhk Indone_31a Nomor 4438),
Undang—nUh'déng Nomor 11 .Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembér_an 'N_egara _
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lemb-e:araﬁ_:'_Negara_ ‘Republik Indohesia_Nomor 4843),
sebagaimana- telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tenténg Perﬁbahan Atas Undéng—
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik ~(Lembaran Negara Republik
Indones1a Tahun 2016 Nomor 2_51,_ ‘Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Pubhk (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
-Repubhk Indonesm Nomor 5038),
. Undang Undang_.. Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembehtu_kén' h l%’eraturan_ Perundang—Udangan
{Lembaran"Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nornor 5234),
. Undang—Undang Nomor 23" Tahun 2014 tentang
Pemerintahan . Daerah (Lambaran Negara - Republik
Indonesia - Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonema Nomor 5587},
sebagalmana telah diubah beberapakah terakhlr dengan
Undang—Undan_g “Nomor 9. Tahun. 2015 tentang
Perubahé_i_l'- Kédua Atas Undang~Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerint_ah.an' Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
. ) _ _ I



. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
_Peh_gelolaan Keuangan ‘Daerah’ (Lémbaran_ Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 4578);
Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang _

Pedoman Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

k Pemermtah Daerah (Lembaran ~ Negara Republik

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lémb_aran Negara:Republik Indonesia Nomor:4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembégian _ U_r_usa_ii Pemerintahéi: Antara Pemerintah,
Pe.merintah Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara’
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,"_' Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturaﬂ' Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkaft: Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia_ _Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 76. Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengeduan Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199j;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Perzitﬁran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaiména telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

dan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam



Indone31a Tahun 201 1 Nomor 310) N _
“17: Peraturan Menteri Dalam Negen Nornor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk: Huku_m Dgerah (Berita - L

o Negara Repub_lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);"

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri N'omo'r'86 Tahun 2017 o

tentang Tahapan, Tata cara, Pengenda.han dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- MEMUTUSKAN :

. Menetapkan  : PERATURAN BUPATI . BOALEMO TENTANG _SISTEM

INF ORMASI MANAGEMENT PROJECT o

'KETENTUAN UMUM
_— Pasal 1

- Dalam Peratvfan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Boalemo

Pemermtah Daerah adala.h Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerlntahan Daerah ' ' '
Kepala Daerah adalah Bupatl Boalemo

Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah yang selanj utnya dlslngkat DPRD adalah
DPRD KabupatenBoalemo.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah - yang selanjutnya dlsmgkat SOPD
adalah Satuan Orgamsam Perangkat Daerah dllmgkungan Pemerintah
Kabupaten Boalemo.

_Pelaporan ‘adalah suatu dokumen yang memuat capalan pelaksanaan_

pro gram /kegiatan

S1stem Informasi Management PI‘O_]eCt atau dismgkat SIMPro adaiah '
Aphkam berbasis teknologl informasi sebag&u fasﬂltas untuk menunjang :

pelaporan pembangunan mfrastruktur daerah.



(ll

@

-
@

@

[

: _Pasal 2

Slstem InfonnaSi .: Management Project .. {SiMPre) ' bertujuan untuk
memakSImalkan pelaporan berbams teknologx mformam yang sederhana,
akurat, mudah d1akses dan transparans1 ' '

Sistem Informasi Management PI‘O_]eCt (SiMPro) dapat dlmanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah dan Masyarakat '

' Slstem Informas1 Management Pro_]ect (SlMPro) sebagalmana dlmaksud pada

ayat ..._(2] juga dapat dimanfaatkan oleh Aparat Pengawasan Internal
Pemérintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP).

_ BAB III _
PENYELENGGARAAN PENANGGUNG JAWAB DAN PERANGKAT
- Pasal 3

Penyelenggaraan sttem Informa31 Management PrOJect (SIMPI'O) adalah

pemanfaatan Sistem Elektromk oIeh penyelenggara negara, Orang, Badan

_ Usaha dan /atau masyarakat

Penanggungjawab  Sistem Informasi. Management PI‘Q]eCt (S.iMPro)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Boalemo _

Penyelenggaraan . Sistem InformaS1 'Management' v Pfoject (SiMPro)
sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) adalah termasuk ‘pemeliharaan,

pengembangan dan pengelolaan
:ég'saz 4

Sistem Informasi Management Project (SiMPro) ménggunakan. alat

_ Komputer/ Server untuk membantu kmexja dan pengolahan data

Komputer/ Server sebagaamana dimaksud pada ayat (1) untuk memproses
data elektromk magnetik, othk atau sistem yang melaksanakan fungsi
logika, aritmatika, dan penyu_npanan



"'(2)

1601[1 yaig DCI'SII&T. tertump alaupun wrougd

S1stem Informas1 Management Pro_]ect (SIMPI‘O) menggunakan ]anngan

o _1nternet [onhne) dan /atau intranet (pnvate network/ local)

S

BAB IV
NAMA DOMAIN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
" Pasal 6

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi
melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik -

untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet

'Penyedlaan dan- pengelolaan Nama Domain sebaga_lmana dimaksud pada

) ayat (1) adalah Dinas. Komumkam, Informasi, Persandian dan Statistik

| Kabupaten Boalemo.

(2)

2 (3)

R Pasal 7

Sistem Informasi Manag_ement Project (SiMPro} sebagai karya intelektual
yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Boalemo dan dilindungi oleh sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pengembangan dan penggunaan informasi melalui Sistem Informasi
Management Project (SIMPro) yang menyangkut data dan /atau dokumen
elektormk harus dilakukan atas persetu;uan Penyelenggara Sistem Informasi
Management Pro_;ect (SlMPro)

Apabila ada yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat mengajukan gugatan atas kérugian vang ditimbulkan.



(1}

LARANGA.N DAN PENYELESAIAN SENGKETA .
. Pasal 8

Penyeléﬁggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan /atau mésyal_'akat dengan

_' seng'aja_ dan tanpa hak melawan 'hul_{ii:m menyalzihguh_akan Sistem Informasi

Management Project (SiMPro) secara langsung dan /at'al'i' tidak langsung

EE dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan melalu1 peraturan ini

2)

@3

o berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penyalahgunaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah mengakses e

Komputer dan/atau Sistem Elektromk dengan cara apapun dengan
melanggar, menerobos melampam atau menjebol sistem pengamanan
dengan tu_]uan untuk memperoleh Informa31 Elektromk dan/atau Dokumen |
Elektronik. -

Penyalahgunaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah melakukan
mampulam penciptaan, perubahan penghﬁangan, pengrusakan Informasi -
Elektronik dan/atau Dokumen Elektromk dengan tujuan - agar Informasi
Elektromk dan/atau Dokumen Elektromk tersebut dlanggap seolah- olah

- data yang otentik

- (4)

)

m

(2

Penyalahgunaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) bukan tmdak pldana'
jika ditujukan untuk melakukan keglatan penelitian, pengujian Sistem
Elektronik, untuk perlmdungan S1stem Elektromk 1tu sendm secara sah dan
tidak melawan hukum. | o

Penyelesa,lan sengketa penyalahgunaan sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang—undangan.

BAB VI
KETEN‘I‘UAN PENUTUP
: 'P_asal 10

Ke'tentuan lebih lanjut tentaﬂg Sistem - Informasi Management Project
(SlMPI‘O) dlatur dengan Keputusan Bupatl Boalemo.
Keputusan Bupati Boalemo sebaga.tmana dlmaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan perubahan dan atau d1t1n3au kembali secara perlodlk



Peraturan Bupatl 1n1 mulal berlaku pada tanggal d1undangkan
3 Agar setlap orang mengetahumya, rnemermtahkan pengunda.ngan Peraturan |

Bupau ini dengan penempatannya da]am Benta Daerah Kabupaten Boalemo

Dltetapkan di Tllamuta _
Pada Tangga.l % September 2018

faRWIS MORIDU\_,
| 'Dlundangkan di Tllamuta
‘Pada tanggal 26 September 2018

RAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A 'ETANGO
‘Pembina Utama Madya
~_NIP. 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR....Z?'.Z.Q ......



